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Ulama fikih memiliki pandangan yang berbeda dalam memberikan solusi 
terhadap permasalahan peralihan satu ‗iddah ke ‗iddah yang lain. Dalam 
artikel ini, penulis hendak menganalisis pendapat ulama tentang kondisi 
‗iddah yang berubah dari ‗iddah asalnya. Dan apa yang digunakan dasar 
para ulama dalam menentukannya. Ini adalah penelitian pustaka (library 
research) yang bersifat deskriptif analitis dengan cara mengkomparasikan 
dan mengkontraskan pendapat ulama fikih. Hasil dari penelitian ini 
adalah bahwa perpindahan dari satu ‗iddah ke ‗iddah lain adalah untuk 
kemaslahatan yang lebih besar, untuk memastikan bahwa segala 
kesamaran dalam jumlah ‗iddah dan hikmah ber‟iddah benar-benar sudah 
dicapai bukan untuk menyusahkan atau memberatkan wanita yang 
ber‟iddah. Hal ini dilakukan oleh para ulama tidak lain karena kehati-
hatian para ulama dalam menjalankan ketentuan Allah SWT. 
Kata kunci: ‘iddah, Peralihan, Ulama Fikih 
 
Pendahuluan 
Latar belakang berakhirnya sebuah ikatan perkawinan disebabkan 
oleh dua faktor. Faktor yang pertama yakni dari manusianya itu sendiri 
dan faktor yang kedua adalah karena takdir Tuhan. Faktor pertama dibagi 
menjadi dua, yaitu dari pihak suami atau yang lebih dikenal dengan 
sebutan talak dan dari pihak isteri yang dikenal dengan sebutan khulu‟.88 
Sementara perpisahan dalam perkawinan yang terjadi karena takdir Allah 
adalah dengan jalan kematiannya salah satu pasangan. Kematian seorang 
istri tidak menyebabkan konsekuensi hukum dalam waktu jangka 
panjang. Sedangkan kematian seorang suami menyebabkan konsekuensi 
hukum dengan limit waktu yang cukup panjang. Apa lagi dalam keadaan 
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tertentu yang bisa menjadikan waktu tunggu lebih panjang. Hal ini 
memerlukan kesadaran yang tinggi untuk menerima ketentuan hukumnya, 
sehingga dalam menjalankan masa ‗iddah merasa nikmat dan nyaman 
tanpa beban. 
Di dalam fikih ada istilah iḥtiyāṭ atau berhati-hati dalam 
mengambil keputusan hukum. Hal ini diambil ketika ada permasalahan 
fikih yang memiliki dua dalil atau alasan yang ingin ditarjih salah 
satunya. Fikih merupakan bentuk interpretasi ulama terhadap sumber-
sumber hukum, yaitu al-Qur‘an dan Hadis. Interpretasi dalam bahasa fikih 
dikenal dengan istilah ijtihad. Sebagaimana ditegaskan Shahrastāni (w. 
548 H), ijtihad terjadi karena teks-teks sumber sangat terbatas sementara 
kasus-kasus dan perbuatan-perbuatan hukum terus mengalami 
perkembangan yang tiada henti.
89
 Hakikat ajaran al-Qur‘an dan Hadis 
menghendaki digunakannya ijtihad, mengingat bahwa ayat-ayat hukum 
dalam al-Qur‘an dan Hadis jumlahnya terbatas dan pada umumnya 
berbentuk ajaran-ajaran dasar tanpa penjelasan lebih lanjut mengenai 
maksud, rincian, dan cara pelaksanaannya. Sedangkan peristiwa-peristiwa 
yang terjadi di kalangan masyarakat terus-menerus bermunculan tanpa 
batas sehingga ayat-ayat tersebut perlu dijelaskan oleh orang-orang yang 
mengetahui al-Qur‘an dan Hadis. 
Pada awalnya adalah para sahabat Nabi (Aqwāl al-Ṣahābah) dan 
kemudian para ulama (Aqwāl al-Ulamā). Penjelasan oleh para sahabat 
Nabi dan para ulama tersebut diberikan melalui ijtihad dan menjadi 
sumber lain yang sah bagi hukum syariat di samping al-Qur‘an dan 
Hadis.
90
 Ijtihad merupakan sumber hukum Islam setelah al-Qur‘an dan 
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Sunnah Rasul yang paling luas. Keluasannya menyangkut sifat 
fleksibilitas yang dimilikinya sehingga ijtihad dapat mengikuti 
perkembangan dan tuntutan masyarakat Islam pada zamannya. Sebagai 
prinsip gerakan dalam Islam, ijtihad merupakan solusi dalam 
memecahkan masalah-masalah yang berkembang sekaligus dasar bagi 
pembaharuan hukum dalam Islam. Adapun dasar penggunaan ra‟yu 
dalam pengembangan hukum Islam bisa disebutkan: Pertama Surat an-
Nisa ayat 59 yang mewajibkan untuk mengikuti ketentuan Ulil Amri, 
Kedua Hadis Mu‘aẓ bin Jabal yang menjelaskan bahwa Mu‘aẓ sebagai 
Ulil Amri di Yaman dibenarkan oleh Nabi untuk melakukan ijtihad, dan 
ketiga adalah contoh yang diberikan oleh Umar bin Khattab r.a dalam 
memecahkan berbagai persoalan hukum yang timbul dalam masyarakat 
pada awal perkembangan Islam.
91
 
Iḥtiyāṭ adalah salah satu kaidah ijtihadi yang dipegang oleh para 
ulama mażhab. Oleh sebab itu iḥtiyāṭ digunakan sebagai jalan yang syar‘i 
dalam istinbaṭ hukum ketika ingin mentarjih dan ketika ada pertentangan 
dalil. Dalam permasalahan ‗iddah terkadang menemukan situasi dimana 
seorang wanita yang sedang ‗iddah menghadapi dua ‗iddah yang berbeda 
dalam waktu ‗iddah pertama masih berjalan. Dalam hal ini peneliti akan 
mencoba melihat penyelesaian ulama dalam masalah ini.  
Konsep ‘Iddah dalam Fikih: Sebuah Pengantar 
1. Pengertian ‘Iddah 
‗Iddah adalah bahasa Arab yang berasal dari akar kata ‗adda - 
ya‟uddu - ‗iddatan dan jamaknya adalah ‟idad yang secara arti kata 
(esimologi) berarti menghitung atau hitungan. Kata ini digunakan untuk 
maksud ‗iddah karena dalam masa itu si perempuan yang ber-‟iddah 
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 Sedangkan secara terminologi dalam 
kitab-kitab fikih definisi ‗iddah itu ditemukan sama dengan redaksi yang 
pendek dan sederhana yaitu: 
                          ةأرلما اهيف صبترت ةدم 
Artinya: Masa tunggu yang dilalui oleh seorang perempuan.  
Dalam artian perempuan mencegah dirinya dan menunggu untuk 
bisa menikah lagi.
93
 Menurut Sayyid Sabiq, definisi tentang ‗iddah yang 
lebih lengkap sebagai berikut:  
  وا اهجوز ةافو دعب جيوزتلا نع ةأرلما اهيف صبترت ةدملل مسا
اله وقارف94  
Artinya: Nama bagi suatu masa yang seorang perempuan menunggu 
dalam masa itu kesempatan untuk kawin lagi karena wafatnya 
suaminya atau bercerai dengan suaminya. 
 
Dalam definisi lain disebutkan, „iddah adalah masa yang 
ditentukan oleh Allah di dalam syariat Islam untuk menghilangkan tanda-
tanda dari mantan suaminya setelah terjadinya perceraian, baik itu karena 
cerai talak maupun karena cerai mati.
95
 Dalam Kifayatul Akhyar yang 
dimaksud ‟iddah adalah masa waktu terhitung di mana wanita menunggu 
untuk mengetahui kosongnya rahim, di mana pengetahuan ini diperoleh 
dengan kelahiran, atau dengan hitungan bulan, atau dengan perhitungan 
qurū‟. 
2. Dasar Pelaksanaan ‘iddah 
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Dalam pelaksanaannya, yang menjadi dasar ‗iddah adalah dalil-
dalil yang sangat kuat dan jelas, diantara dalil tersebut adalah surah al-
Baqarah ayat 228: 
 نَأ  َُّنَله  ُّلَِيَ  َلََو   ۚ   ۚ   ء  ۚ وُر ُق  َةَٰث َل َث  َّنِهِسُفَنِأب  َن  ۚ صَّبَر َت َي  ُت َٰقََّلطُم  ۚ لٱَو
 ِوَّللِٱب  َّنِم  ۚ ُؤي  َّنُك نِإ  َّنِهِماَح  ۚ َرأ   ۚ  ِف  ُوَّللٱ  َقَلَخ اَم  َن  ۚ  ُت  ۚ كَي
   ۚ نِإ َكِلٲ َذ ِف َّنِىِّدَرِب ُّقَحَأ َّن ُُ ہ ُتَلوُع ُبَو   ۚ  ِرِخَأ  ۚ لٱ  ِم  ۚ وَي  ۚ لٱَو
 َّن ُِ ہ  ۚ يَلَع ىِذَّلٱ  ُل  ۚ ثِم  َُّنَلهَو   ۚ  ا  ۚ   ح َٰل  ۚ صِإ  ْا  ۚ وُدَاَرأ
  ٌميِكَح  ٌزِيزَع  ُوَّللٱَو   ۚ   ۚ  ٌةَجَرَد َّن ُِ ہ  ۚ يَلَع  ِلاَجِّرِللَو   ۚ  ِفوُر  ۚ عَم  ۚ لِٱب
)٢٢٢( 
Artinya: Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri 
(menunggu) tiga kali qurū‟. Tidak boleh mereka menyembunyikan 
apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman 
kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak 
merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) 
menghendaki iṣlah. Dan para wanita mempunyai hak yang 
seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan 
tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada 
isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. 
Dalam ayat lain juga diterangkan tentang ‗iddah wanita yang 
sudah tidak haid, yaitu dalam Surat aṭ-Ṭālaq ayat 4:  
  رُهْشَأ َُةثَلََّث َّنُه ُت َّدِعَف ْمُتْب َتْرا ِنِإ ْمُكِئاَسِن ْنِم ِضيِحَمْلا َنِم َنْسَِئي يِئ َّلَّلاَو
  ْنَمَو   ۚ   َّنُهَلَْحَ  َنْعَضَي  ْنَأ  َّنُهُلَجَأ  ِلَاْحََْلأا  ُتَلَُوأَو   ۚ  َنْضَِيَ َْلَ يِئ َّلَّلاَو
ا  رْسُي  ِِهرَْمأ  ْنِم  ُوَل  ْلَعَْيَ  َوَّللا  ِقَّت َي 
 
Artinya: Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) 
diantara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang 
masa „iddahnya), maka masa „iddah mereka adalah tiga bulan; 
dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid.Dan 
perempuan-perempuan yang hamil, waktu „iddah mereka itu ialah 
sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang -siapa 
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yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya 
kemudahan dalam urusannya. 
Dalam ayat lain diterangkan tentang ‗iddah wanita yang ditinggal 
mati suaminya, yaitu dalam surah al-Baqarah ayat 234: 
 
  رُهْشَأ َةَع َبَْرأ َّنِهِسُف َْنِأب َنْصَّبَر َت َي ا  جاَوَْزأ َنوُرَذَيَو ْمُكْنِم َنْوَّ فَو َت ُي َنيِذَّلاَو
 ا رْشَعَو  ۚ اَذَِإف  َنْغَل َب  َّنُهَلَجَأ  َلََّف  َحاَنُج  ْمُكْيَلَع اَميِف  َنْلَع َف  ِف  َّنِهِسُف َْنأ 
 ِفوُرْعَمْلِاب   ۚ  ُوَّللاَو َابِ  َنوُلَمْع َت  ٌيِبَخ. 
Artinya: Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan 
meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) 
menangguhkan dirinya (ber‟iddah) empat bulan sepuluh 
hari.Kemudian apabila telah habis „iddahnya, maka tiada dosa 
bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri 
mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu 
perbuat.  
Dasar pelaksanaan ‗iddah-nya wanita yang belum digauli 
diterangkan dalam surah al-Ahzab ayat 49 yang berbunyi:  
 ُمْلا ُمُتْحَكَن اَذِإ اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّ َيأ َاي ْنَأ ِلْب َق ْنِم َّنُىوُمُتْقََّلط َُّثُ ِتاَنِمْؤ
 اَه َنوُّدَتْع َت  ةَّدِع ْنِم َّنِهْيَلَع ْمُكَل اَمَف َّنُىوَُّسَتَ  ۚ  َّنُىوُعِّ تَمَف  َّنُىوُحِّرَسَو 
ا حَارَس   لَّيَِجَ. 
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi 
perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan 
mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak 
wajib atas mereka „iddah bagimu yang kamu minta 
menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan 
lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya. 
3. Macam-macam ‘iddah 
Jika dilihat dari dalil-dalil di atas maka ‗iddah ada tiga macam, 
yaitu ‗iddah dengan hitungan bulan, ‗iddah dengan hitungan qurū‟ dan 
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Pertama, ‟iddah dengan melahirkan. ‗Iddah wanita hamil 
batasannya sampai wanita tersebut melahirkan. Dasar ‗iddah jenis ini 
adalah firman Allah SWT dalam surah  
 َّنُهَلَْحَ َنْعَضَي ْنَأ َّنُهُلَجَأ ِلَاْحََْلأا ُتَلَُوأَو 
Artinya: ―Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu „iddah mereka 
itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya.‖ (QS. At-
Talaq: 4). 
 Abu Zahrah mensyaratkan bahwa ‗iddah dianggap selesai jika 
yang dilahirkan sudah jelas berbentuk manusia walaupun sebagian, tidak 
cukup hanya segumpal darah atau segumpal daging. Apabila yang lahir 
segumpal darah atau segumpal daging maka ‗iddah-nya belum selesai. 
Karena jika tidak jelas bentuk yang dilahirkan maka tidak diketahui 
bahwa wanita tersebut hamil. Bisa jadi dia hamil dan bisa jadi tidak 
hamil. ‗Iddah tidak selesai dengan sesuatu yang samar. Sedangkan kaidah 




Kedua, ‟iddah dengan qurū‟. ‗Iddah jenis ini digunakan bagi 
wanita yang cerai bukan karena kematian suaminya. Dalil yang 
menjelaskan ‗iddah jenis ini adalah surat al-Baqarah ayat 228 yang 
artinya: 
Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri 
(menunggu) tiga kali qurū‟. Tidak boleh mereka menyembunyikan 
apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman 
kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak 
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merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) 
menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang 
seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan 
tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada 
isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. 
Kata qurū‟ sendiri adalah kata musytarak. Ia mempunyai dua 
makna yang berbeda. Bagi mażhab Hanafi dan Hambali kata qurū‟ 
bermakna haid, sedang menurut mażhab asy-Syafi‘i dan maliki kata qurū‟ 
bermakna suci.
98
 Dampak dari penggunaan makna qurū‟ dengan suci dan 
haid diantaranya adalah: 
a. Jika yang digunakan adalah makna haid maka masa tunggu bagi 
wanita yang ditalak suaminya menjadi lebih lama daripada makna 
suci. Dengan ini penggunaan makna haid dalam kata qurū‟ lebih hati-
hati. 
b. Jika yang digunakan adalah makna suci, maka wanita yang ‗iddah 
dengan qurū‟ akan lebih pendek masanya jika dibanding dengan 
pengunaan makna haid. Ini akan meringankan beban wanita tersebut 
untuk tidak menunggu lebih lama.
99
 
Jelasnya, menurut pendapat pertama yang mewajibkan tiga kali 
haid secara sempurna, jika dicontohkan dengan kebiasaan masa haid pada 
umumnya yaitu 7 hari, maka cara menghitung ‗iddah-nya ketika ditalak 
pada masa suci kemudian haid adalah sebagai berikut:
100
 
Haid I 7 hari + 23 hari  = 30 hari 
Haid II 7 hari + 23 hari  = 30 hari 
Haid III 7 hari    = 7 hari    
Maka total ‗iddah-nya  = 67 hari 
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Namun apabila menggunakan makna qurū‟ dengan suci maka 
jumlah ‗iddah-nya bisa hanya 59 hari. Cara menghitung semisal ketika 
wanita ditalak satu hari sebelum haid adalah sebagai berikut:  
Suci pertama 1 hari   =1 hari 
Suci kedua     = 29 hari 
Suci ketiga    = 29 hari 
Maka total ‗iddah-nya adalah  = 59 hari 
‗Iddah semacam ini adalah ‗iddah bagi wanita yang masih haid. 
Apa bila wanita yang masih kecil belum haid atau wanita yang sudah 
monopoes maka hitungan ‗iddah-nya menggunakan hitungan bulan. 
Ketiga adalah ‗iddah dengan hitungan bulan, ‗iddah jenis ini 
dibagi menjadi dua bagian: 
a. ‗Iddah yang asli menggunakan hitungan bulan. 
b. ‗Iddah yang aslinya menggunakan qurū‟ dan digunakan hitungan 
bulan karena tidak bisa menggunakan hitungan qurū‟. 
‗Iddah yang asli menggunakan hitungan bulan adalah ‗iddah-nya 
wanita yang ditinggal mati suaminya dan tidak dalam keadaan hamil. 
‗Iddah wanita tersebut adalah 4 bulan 10 hari. Pendapat ini berdasarkan 
Firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 234 yang artinya: 
“Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan 
meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) 
menangguhkan dirinya (ber-‟iddah) empat bulan sepuluh hari. 
Kemudian apabila telah habis „iddah-nya, maka tiada dosa 
bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri 
mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu 
perbuat.” 
Adapun ‗iddah yang aslinya menggunakan hitungan qurū‟ diganti 
dengan bulan adalah ‗iddah-nya wanita yang belum haid dan wanita yang 






 Ini berdasarkan Firman Allah SWT dalam surat aṭ-Ṭalaq 
ayat 4 yang artinya: 
“Dan perempuan-perempuan yang tidak haid (monopause) 
lagi di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu 
(tentang masa „iddah-nya), maka masa „iddah mereka adalah tiga 
bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. 
Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu „iddah mereka itu 
ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang 
siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan 
baginya kemudahan dalam urusannya.” 
Ada juga wanita yang ditalak tanpa ‗iddah. Ia adalah wanita yang 
ditalak sebelum digauli seperti yang diterangkan dalam Firman Allah 
SWT dalam surat al-Ahzab ayat 49; 
 ْب َق ْنِم َّنُىوُمُتْقََّلط َُّثُ ِتاَنِمْؤُمْلا ُمُتْحَكَن اَذِإ اوُنَمَآ َنيِذَّلا اَهُّ َيأ َاي ْنَأ ِل
 ا حَارَس َّنُىوُحِّرَسَو َّنُىوُعِّ تَمَف اَه َنوُّدَتْع َت  ةَّدِع ْنِم َّنِهْيَلَع ْمُكَل اَمَف َّنُىوَُّسَتَ
  لَّيَِجَ 
Artinya: ―Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi 
perempuan- perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan 
mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak 
wajib atas mereka „iddah bagimu yang kamu minta 
menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut‟ah (hadiah untuk 
membuat mereka senang) dan lepaskanlah mereka itu dengan 
cara yang sebaik- baiknya‖ (QS. Al Ahzab: 49). 
4. Hikmah Disyariatkan’iddah 
Satu keyakinan yang harus menjadi pegangan bagi umat Islam 
adalah syariat Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis merupakan 
petunjuk Allah yang harus dijadikan pedoman bagi umat manusia 
khususnya kaum muslimin dan muslimat demi kemaslahatan hidupnya 
baik di dunia maupun di akhirat. 
Berbeda dengan ajaran-ajaran yang diturunkan Allah kepada kaum 
sebelumnya di mana ajaran tersebut hanya dikhususkan kepada kaum 
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tertentu. Ajaran Islam bukan hanya berlaku untuk kaum tertentu di dalam 
masyarakat tertentu serta tidak juga terbatas pada waktu tertentu pula. 
Akan tetapi ajaran Islam semenjak diturunkan sudah ditetapkan menjadi 
pegangan semua kelompok dan kaum manusia di berbagai tempat dan 
waktu sampai akhir zaman.
102
 
Tentunya, demikian halnya dengan masalah „iddah yang 
merupakan suatu syari‘at Islam yang sudah ada semenjak zaman dahulu 
yang mana mereka tidak sekali-kali meninggalkan adat kebiasaan ini dan 
ketika Islam datang kebiasaan ini diakui dan dijalankan secara terus 
menerus karena terdapat kebaikan-kebaikan dan manfaat di dalamnya.
103
 
Para ulama banyak yang mencoba untuk membuat analisa 
hikmah-hikmah disyariatkan „iddah yang secara global dapat disebutkan 
sebagai berikut: 
a. Untuk mengetahui bebasnya rahim seorang perempuan dari janin, 
sehingga tidak tercampur antara keturunan seseorang dengan yang 
lain, atau dengan kata lain agar tidak terjadi percampuran dan 
kekacauan nasab. 
b. Memberikan kesempatan kepada suami istri yang berpisah untuk 
berfikir kembali, apakah untuk rujuk kembali kepada istrinya 
ataukah akan meneruskan cerai tersebut jika hal tersebut dianggap 
lebih baik. 
c. Kebaikan perkawinan tidak dapat terwujud sebelum kedua suami 
istri sama-sama hidup lama dalam ikatan akadnya.
104
 
Secara mendetail, hikmah adanya ‗iddah adalah sebagai berikut: 
a. Sebagai Pembersih Rahim 
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Ketegasan nasab keturunan dalam Islam merupakan hal yang 
amat penting. Oleh karena itu, segala ketentuan untuk menghindari 
terjadinya kekacauan nasab keturunan manusia ditetapkan di dalam Al-
Qur'an dan Hadis dengan tegas. Diantara ketentuan tersebut adalah 
larangan bagi wanita untuk menikah dengan beberapa orang pria dalam 
waktu yang bersamaan.
105
 Dan di samping itu untuk menghilangkan 
keragu-raguan tentang kesucian rahim perempuan tersebut, sehingga 
pada nantinya tidak ada lagi keragu-raguan tentang anak yang dikandung 




b. Kesempatan untuk berfikir 
Apabila seorang istri dicerai karena talak yang mana bekas suami 
tersebut masih berhak untuk rujuk kepada bekas istrinya, maka masa 
„iddah itu adalah untuk dapat mengintropeksi diri masing-masing guna 
mengambil langkah-langkah yang lebih baik. Terutama bila mereka telah 
mempunyai putra-putri yang membutuhkan kasih sayang dan pendidikan 
yang baik dari orang tuanya.
107
 Di samping itu, ‗iddah memberikan 
kesempatan berpikir kembali dengan pikiran yang jernih setelah mereka 
menghadapi keadaan rumah tangga yang panas dan yang demikian keruh 
sehingga mengakibatkan perkawinan mereka putus. Kalau pikiran 
mereka telah jernih dan dingin diharapkan pada nantinya suami akan 
merujuk istri kembali dan begitu pula si istri tidak menolak untuk rujuk 
dengan suaminya kembali. Sehingga perkawinan mereka pun dapat 
kembali diteruskan.
108
 Sebaliknya apabila suami berpendapat bahwa 
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tidak mungkin melanjutkan kehidupan rumah tangga kembali, ia harus 
melepas bekas istrinya secara baik-baik dan jangan menghalang-halangi 
bekas istrinya itu untuk menikah dengan laki laki lain.
109
 
c. Kesempatan untuk berduka cita 
Dalam kasus cerai mati, ‗iddah adalah masa duka atau bela 
sungkawa atas kematian suaminya. Cerai karena mati ini merupakan 
musibah yang berada di luar kekuasaan manusia untuk membendungnya. 
Justru itu mereka telah berpisah secara lahiriyah akan tetapi dalam 
hubungan batin mereka begitu akrab. Jadi apabila perceraian tersebut 
karena seorang suami meninggal dunia, maka masa „iddah itu adalah 
untuk menjaga agar nantinya jangan timbul rasa tidak senang dari pihak 
keluarga suami yang ditinggal, jika pada ‗iddah si istri menerima 
lamaran ataupun ia melangsungkan perkawinan baru dengan laki-laki 
lain.
 
’Iddah dalam KHI 
Peraturan ‗iddah dituangkan dalam kompilasi Hukum Islam pada 




1. Bagi seorang isteri yang putus perkawinannya berlaku waktu 
tunggu atau „iddah, kecuali qobla ad-dukhul dan 
perkawinannya putus bukan karena kematian suami.  
2. Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut : 
a. Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun 
qobla ad-dukhul, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga 
puluh) hari:  
b. Apabila perkawinan putus karena perceraian,waktu tunggu 
bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan 
sukurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi 
yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;  
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c. Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda 
tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan 
sampai melahirkan;  
d. Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda 
tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan 
sampai melahirkan.  
3. Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena 
perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas 
suaminya qobla ad-dukhul. 
4. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang 
waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya Putusan Pengadilan 
Agama yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, 
sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, 
tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.  
5. Waktu tunggu bagi isteri yang pernah haid sedang pada waktu 
menjalani „iddah tidak haid karena menyusui, maka „iddah-nya 
tiga kali waktu haid.  
6. Dalam hal keadaan pada ayat (5) bukan karena menyusui, 
maka „iddah-nya selama satu tahun, akan tetapi bila dalam 
waktu satu tahun tersebut ia haid kembali, maka „iddah-nya 
menjadi tiga kali waktu suci.  
Dalam Pasal 154 juga disebutkan;  
Apabila isteri bertalak raj`i kemudian dalam waktu „iddah 
sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) huruf b, ayat (5) dan 
ayat (6) pasal 153, ditinggal mati oleh suaminya, maka „iddah-nya 
berubah menjadi empat bulan sepuluh hari terhitung saat matinya 
bekas suaminya. 
Pasal 155 Waktu ‗iddah bagi janda yang putus perkawinannya 
karena khulu‟, fasakh dan li`an berlaku ‗iddah talak. 
Di atas adalah undang-undang ‗iddah dalam Kompilasi Hukum 
Islam. Pembahasan mengenai perpindahan ‗iddah satu ke ‗iddah lainnya 
menurut pemahaman penulis belum tertuang di dalam KHI. 
Iḥtiyāṭ dalam Problematika Hitungan ‘Iddah 
Ketika terdapat dua ‗iddah dalam waktu yang sama maka harus 
ditentukan ‗iddah mana yang harus dijalankan. Dalam hal ini para ulama 
mengambil langkah berhati-hati (iḥtiyāṭ) untuk memutuskan jumlah 
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‗iddah yang harus dijalankan. Iḥtiyāṭ adalah salah satu tindakan hukum 
untuk menjaga dari perilaku dosa atau agar tidak meninggalkan yang 
wajib. Ulama empat mażhab sepakat menjadikan iḥtiyāṭ sebagai langkah 
yang harus diperhatikan dalam memutuskan suatu hukum.
111
 Iḥtiyāṭ 
secara bahasa adalah mengambil perkara yang paling bisa dipercaya 
alasannya karena takut terjerumus dalam perkara yang bertentangan 
dengan agama.
112
 Menurut Munib Syakir dalam kitabnya al-„Amal bi al-
iḥtiyāṭ fi al-Fiqh al-Islamiy seperti yang dinukil oleh Qutb al-Risuniy 
adalah (سأب هب امم ًارذح هب سأب لا ام كرت) ―meninggalkan apa yang 
tidak berbahaya agar terhindar dari apa yang berbahaya‖. Iḥtiyāṭ 
menjadi hujjah bagi keempat mażhab, akan tetapi mażhab Maliki lebih 
banyak menggunakannya, karena diantara kaidah usulnya yang bersifat 
ijtihad adalah memperluas dalam hal sadd al-Dzari‟ah (mencegah sesuatu 
perbuatan agar tidak sampai menimbulkan mafsadah (kerusakan)).  
Imam al-Syaṭibi mengatakan: “Syari‟ah didirikan atas dasar 
berhati-hati dan mengambil sikap waspada dan memastikan tidak 
terjerumus pada sesuatu yang membawa kerusakan”.113 Meskipun ulama 
empat mażhab menggunakan iḥtiyāṭ untuk pertimbangan hukum, tetapi 
ada sebagian ulama yang tidak menggunakannya, seperti aẓ-Ẓahiri beliau 
tidak menggunakan iḥtiyāṭ dan tidak mewajibkannya. Beliau berkata: 
―iḥtiyāṭ di dalam agama tidak wajib hanya baik jika dilakukan‖.114 
Seseorang tidak boleh mewajibkan orang lain untuk mengambil iḥtiyāṭ, 
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karena hal itu tidak wajib dan Allah sendiri tidak mewajibkan sesuatu 
yang tidak wajib. 
Dalam hal ‗iddah, ada beberapa keadaan wanita ‗iddah yang harus 
bertukar ke ‗iddah yang lain karena ada alasan ‗iddah yang lebih kuat. 
Hal ini bisa terjadi dalam empat keadaan. Pertama, perpindahan ‗iddah 
dari hitungan bulan ke hitungan qurū‟ (suci atau haid). Perpindahan 
‗iddah ini terjadi karena seorang wanita yang ditalak dalam usia yang 
masih kecil atau sudah usia monopoes, ‗iddah mereka adalah selama tiga 
bulan, namun jika kemudian mereka haid sebelum habis masa ‗iddah, 
maka ‗iddah berpindah ke ‗iddah 3 kali suci menurut Malikiyyah dan 
Syafi‘iyyah dan 3 kali haid menurut Hanafiyyah dan Hanabilah. Alasan 
perpindahan tersebut adalah karena ‗iddah 3 bulan adalah sebagai ganti 
dari 3 kali suci/haid, dengan ini tidak bisa ‗iddah dengan hitungan bulan 
karena adanya hukum asal yaitu 3 kali suci/haid.
115
 Jika ‗iddah yang 
pertama sudah selesai maka tidak perlu mengulang ‗iddah lagi, karena 
kejadiannya setelah habis masa ‗iddah. 
Jika kita lihat dari contoh di atas, maka kita bisa melihat bahwa 
yang lebih hati-hati dari kedua ‗iddah di atas adalah ‗iddah dengan 
hitungan qurū‟, karena hitungan bulan dalam contoh seperti di atas adalah 
pengganti dari hitungan qurū‟ karena tidak adanya masa haid dan suci. 
Maka dari itu hitungan qurū‟ menggantikan hitungan bulan. 
Kedua, perpindahan ‗iddah qurū‟ ke bulan atau melahirkan. Kasus 
seperti ini bisa terjadi ketika seorang wanita yang sedang ‗iddah dengan 
qurū‟ kemudian dia hamil. Menurut mażhab Malikiyyah dan Syafi‘iyyah 
bahwa wanita hamil terkadang keluar darah haid, dalam keadaan seperti 
ini, maka gugur ‗iddah dengan qurū‟ dan berpindah ‗iddah-nya ke ‗iddah 
wanita hamil yaitu dengan melahirkan, karena qurū‟ adalah bukti 
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bebasnya rahim secara lahir sedangkan hamil adalah dalil wujudnya 
kandungan secara pasti. Maka dalil secara lahir dikalahkan dengan dalil 
secara pasti.
116
 Ketika seorang wanita yang ditalak dalam keadaan haid, 
kemudian monopoes maka menurut Syafi‘iyyah ‗iddah-nya berpindah ke 
‗iddah-nya wanita monopoes yaitu 3 bulan. Adapun menurut Hanafiyyah 
tidak berpindah ‗iddah-nya ke ‗iddah monopoes sebelum mencapai usia 
monopoes yaitu 55 tahun. Menurut Malikiyyah dan Hanabilah ‗iddah-nya 
menjadi satu tahun, yang 9 bulan untuk melihat kosongnya rahim, karena 
9 bulan adalah kebiasaan wanita hamil, dan yang 3 bulan adalah ‗iddah 
karena monopoes.Namun belakangan Syfi‘iyyah berpendapat dalam qaul 
jadidnya seperti pendapat Imam Hanafi yaitu wanita tersebut ‗iddah 
selamanya sehingga datang bulan atau mencapai usia monopus. 
Langkah yang paling iḥtiyāṭ yang ada dalam contoh di atas adalah 
langkah Imam Malik dan Hanbali karena menggabungkan dua ‗iddah 
yaitu satu tahun gabungan dari 9 bulan kebiasaan orang hamil dan 3 bulan 
‗iddah-nya wanita monopoes. ‗Iddah yang  paling ringan adalah ‗iddah 
menurut Imam Syafi‘i karena hanya 3 bulan. Adapun ‗iddah dalam 
pemikiran Imam Hanafi bisa lebih ringan dari ‗iddah menurut Imam 
Syafi‘i, karena bisa jadi waktu ditalak usia wanita tersebut 54 tahun 11 
bulan, maka ‗iddahnya tinggal satu bulan dan bisa jadi lebih berat dari 
‗iddah menurut Imam Maliki dan Hanbali, karena waktu ditalak baru 
berusia 30 tahun, maka untuk menghabiskan waktu ‗iddah mencapai 25 
tahun.   
Ketiga: perpindahan dari suatu ‗iddah ke ‗iddah wafat. Ketika 
seorang lelaki meninggal sedangkan istrinya dalam keadaan ‗iddah karena 
talak raj‟i, maka secara kesepakatan ulama ‗iddah yang dihitung dengan 
bulan atau qurū‟ itu berpindah ke ‗iddah karena wafat yaitu empat bulan 
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sepuluh hari, baik talaknya pada waktu sehatnya atau sakit yang 
menyebabkan kematiannya. Karena perempuan yang ditalak raj‟i masih 
dianggap sebagai istrinya selagi masih dalam keadaan ‗iddah, kematian 
suaminya menyebabkan dia harus ber-‟iddah dengan ‗iddah wafat. 
Dengan itu gugurlah hukum yang berlaku dalam „iddah raj‟i dan berlaku 
‗iddah wafat termasuk hukum ihdad. Dan jika istri dalam keadaan talak 
ba‟in, maka tidak berpindah ‗iddah-nya dan tidak ada ihdad karena dia 
sudah bukan istrinya. 
Langkah iḥtiyāṭ dalam contoh di atas tidak kelihatan mencolok 
perbedaannya karena selisih hanya 15 hari, akan tetapi langkah tersebut 
perlu diambil karena untuk memastikan jika dalam waktu tersebut wanita 
itu tidak akan melakukan pernikahan yang bisa mengaburkan janin yang 
dikandung semasa waktu ‗iddah. 
Keempat, berpindah kepada ‗iddah yang lebih panjang (‗iddah-
nya istri yang ingin dihalang kewarisannya). Dalam hal ini ada dua 
pandangan ulama fikih, menurut Imam Abu Hanifah, Imam Muhammad, 
dan Imam Ahmad. Jika talaknya untuk mencegah istri dari mendapatkan 
warisan seperti halnya ia ditalak pada waktu suami sakit yang membawa 
kematian dengan tujuan mencegah dari mendapatkan warisan, kemudian 
suami meninggal sedang istri dalam keadaan ‗iddah, maka dalam keadaan 
seperti ini dia berpindah ‗iddah dari ‗iddah wanita yang ditalak ke ‗iddah 
yang lebih panjang diantara ‗iddah wanita yang ditalak dan wanita yang 
ditinggal suaminya. Dalam hal ini ‗iddah yang lebih panjang adalah 
‗iddah-nya wanita yang ditinggal mati yaitu 4 bulan 10 hari sebagai 
kehati-hatian dalam mengambil hukum dan jika tidak terlihat darah haid 
pada masa ‗iddah wafat, maka ‗iddah-nya adalah ditambah 3 bulan dan 
jika sucinya berterusan maka ‗iddah-nya sehingga umur wanita tersebut 
55 tahun yaitu umur monopoes, menurut Hanafiyah dan Hanabilah. 
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Karena seorang istri yang mendapat warisan suaminya dianggap masih 
suami istri ketika wafatnya suami maka wajib baginya ‗iddah wafat. Jika 
talaknya adalah talak ba‟in, maka isteri tidak mendapat warisan karena 
sudah tidak dianggap sebagai istri dan ia tidak wajib ‗iddah wafat dan 
hanya ‗iddah talak. Untuk menjaga kedua keadaan tersebut maka kedua-
dua ‗iddah harus dijalankan bersama. 
Sedangkan menurut pendangan Malikiyyah, Syafi‘iyyah, dan Abu 
Yusuf bahwa isteri yang ditalak karena dihalang kewarisannya tidak ber-
‟iddah dengan ‗iddah yang lebih panjang dari ‗iddah wafat atau ‗iddah 3 
kali qurū‟. Ia hanya ‗iddah sebagaimana istri yang ditalak. Karena ketika 
suami meninggal ia sudah tidak menjadi istrinya karena talak semacam 
itu termasuk talak ba‟in dan tidak menjadi suami istri tatkala suaminya 
meninggal. Adapun menurut Imam Malik bahwa ia masih menjadi suami-
isteri adalah suami isteri dari segi kewarisan bukan dari segi ‗iddah.117 
Dalam mażhab Syafi‘iyyah terjadi ‗iddah dengan yang lebih 
panjang dalam keadaan apabila seorang suami mentalak salah satu 
isterinya secara ba‟in, padahal belum dijelaskan istri mana yang ditalak 
suami sudah meninggal. Dalam keadaan ini maka setiap istri harus ‗iddah 





Kesimpulan dari apa yang sudah ditulis di atas adalah bahwa 
perpindahan dari satu ‗iddah ke ‗iddah lain adalah untuk kemaslahatan 
yang lebih besar, untuk memastikan bahwa segala kesamaran dalam 
jumlah ‗iddah dan hikmah ber‟iddah benar-benar sudah dicapai bukan 
untuk menyusahkan atau memberatkan wanita yang ber‟iddah. Hal ini 
                                                          
117





dilakukan oleh para ulama tidak lain karena kehati-hatian para ulama 
dalam menjalankan ketentuan Allah SWT. Oleh sebab itu tidak perlu 
merasa berat dalam meenjalankannya dan itu juga adalah suatu ibadah 
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